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ABSTRAK

Di Indonesia, peredaran minuman beralkohol baik yang diproduksi dalam
negeri maupun yang diimpor diawasi oleh Negara, yang diamanatkan pada Direktorat
Jendral Bea dan Cukai Menteri Keuangan. Dalam istilah kepabeanan dan cukai
minuman beralkohol disebut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). MMEA
merupakan salah satu jenis barang kena cukai berdasarkan Undang-undang Cukai
selain Etil Alkohol (Etanol) dan hasil tembakau. Barang kena cukai adalah barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu: a. konsumsinya perlu
dikendalikan, b. peredarannya perlu diawasi, c. pemakaiannya dapat menimbulkan
efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, d. atau pemakaiannya perlu
pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Isu hukum penelitan
ini yaitu: a Peraturan perundang-undangan terkait larangan peredaran MMEA, dan b.
pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran peredaran MMEA. Tipe penelitian ini
adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep
dan pendekatan kasus.

Peredaran dan pengawasan MMEA diatur di berbagai peraturan perudang-
undang, mulai dari KUHP, Undang-undang Cukai, Undang-undang Kepabeanan,
Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang
Pangan, Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan,
Peraturan Menteri Peridustrian, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri
Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM, Peraturan Dirjen Bea dan Cukai, serta dalam
bentuk peraturan daerah. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran peredaran
MMEA, khususnya dalam UU Cukai dapat dibebankan pada orang perorangan
maupun korporasi. Pada UU Cukai, pelaku korporasi diatur dalam Pasal 61yaitu jika
suatu tindak pidana dilakukan atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan
terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
tersebut.

Kata Kunci: aspek pidana, peredaran MMEA, peraturan perundang-undangan
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